
BUPATI CIREBON 

PERATURAN BUPATI CIREBON 

NOMOR : 56 TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 
YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - SATUAN 

KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mclaksanakan 
salah satu pekerjaannya didasarkan pada kontrak pekerjaan 
yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 
tahun anggaran berkenaan; 

b. bahwa sehubungan dengan berbagai kondisi dilapangan 
ternyata sampai dengan akhir tahun anggaran, masih 
terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan namun 
mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 
Nomor 7O Tahun 2012, penyedia barang / jasa dapat 
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya 
pelaksanaan pekerjaan; 

d. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan 
yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur 
ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak 
dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 
Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan 
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran Berikutnya; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012, 
tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 
Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan 
(DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11); 
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Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 
Nomor 15, Seri E.6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 
Nomor 3, Seri D.2). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISA 
PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG 
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN -­ 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) TAHUN 
ANGGARAN BERIKUTNY A. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon 

meliputi Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

2. Bupati adalah Bupati Cirebon; 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sela.njutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran, meliputi Badan/lnspektorat/ 
Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat 
Daerah/ Sekretariat DPRD / Kecamatan/ Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Asisten Administasi Umum 
Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APED dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah; 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah; 
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7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada 
Institusi Pengguna APBN/ APBD; 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagjzd~sar pelaksanaan anggaran oleh pengguna ane&A~,, z° » ( 

� �· 
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya; 

11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan 
Penyedia Barang/Jasa; 

12. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan 
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran;dan 

13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang 
dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

Pasal 2 

(1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah 
dialokasikan dalam DPA-SKPD, harus diselesaikan pada 
Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 
dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 
berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun 
Anggaran berikutnya. 

(3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyyears contract). 

Pasal 3 

(1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 
membebani DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum tersedia dalam 
DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya, PA mengajukan 
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revisi DPA-SKPD untuk mengalokasikan anggaran atas 
pekerjaan yang dilanjutkan tersebut. 

(3) Revisi DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 4 

(1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada 
Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 diatur sebagai berikut: 
1. Penyedia barang/jasa menyampaikan Surat Permohonan 

Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK 
sebelum kontrak berakhir 

2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian 
yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita 
Acara 

3. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian 
PPK, permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat 
disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara 
sepihak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan 
yang berlaku; 

4. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian 
PPK, permohonan penyedia barang/ jasa dapat disetujui, 
maka: 
a. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat 

pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan 
kepada PA yang ditandatangani di atas materai oleh 
Pimpinan Penyedia Barang/ J asa; 

b. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan 
sumber dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya 
atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; 

c. PA menyampaikan pemberitahuan kepada Asisten 
Administrasi Umum selaku BUD atas pekerjaan yang 
akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya 
dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan 
penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, yang telah dilegalisasi oleh PPK; 

d. PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
berikutnya. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d angka 1, paling sedikit memuat : 

a. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan; 
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c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan. 

(3) Dalam hal Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank sudah 
berakhir maka Penyedia barang/jasa wajib memperpanjang 
Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank sekurang-kurangnya 14 
(empat belas) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian sisa 
pekerjaan yang diberikan berakhir. 

Pasal 5 

Penyedia barang/jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada 
Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan 
barang/ j asa. 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun 
Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari 
kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir. 

(2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, 
pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang/jasa 
dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan 
barang/ j asa. 

Pasal 7 

(1) Kontrak yang masa berlakunya berakhir pada Tahun 
Anggaran berjalan dapat dilakukan addendum melalui 
perpanjangan masa Kontrak dengan jangka waktu 
penyelesaian sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari 
kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak. 

(2) Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dilakukan untuk sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan 
pada Tahun Anggaran berikutnya. 

Pasal 8 

Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formil maupun 
materiil atas penyelesaian Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun 
Anggaran berkenaan yang dibebankan pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA­ 
SKPD) Tahun Anggaran berikutnya. 

Pasal9 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanan 
Peraturan Bupati ini diatur tersendiri. 



Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon. 
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itetapkan : di Sumber 
,_..,.,.__a_ta _nggal : 28 frseml)er 

Bo { 
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Diundangkan : Sumber 
Pada tanggal : 2n Tesemb 212 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

DUDUNG MULYANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN;- NOMOR 56 ,SERI A. 

2012 
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